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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

mengamanatkan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan 

masyarakat sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik yang adil, transparan dan akuntabel.  

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan 

publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kebutuhan 

dasar dalam kerangka pelayanan publik. Kegiatan Forum Konsultasi Publik 

(FKP) sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah sebagai Penyelenggara 

Pelayanan dengan masyarakat diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, 

masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara 

Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelayanan.   

 

2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah : 

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik terkait pengawasan, evaluasi dan dukungan 

b. Untuk mensosialisaikan Standar Pelayanan Publik yang berlaku di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

c. Untuk mensosialisasikan kebijakan maupun inovasi terkait pelayanan 

publik di Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil. 

d. Untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

Manfaat kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) adalah : 

a. Pemerintah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan pelayanan 

publik.  
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b. Pemerintah mengetahui efektifitas dari kebijakan pelayanan publik yang 

ditetapkan.   

c. Masyarakat, dapat memperoleh kepastian layanan dan pengetahuan 

terkait berbagai kebijakan.  

3. Ruang Lingkup 

a. Penyusunan Standar Pelayanan 

b. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

c. Survei Kepuasan Masyarakat 

d. Kebijakan lain terkait pelayanan publik 
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METODOLOGI PELAKSANAAN  FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  

1. Waktu dan Tempat 

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan di Ruang Rapat lantai 2 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada 

hari Selasa, 11 Juni 2024 pada pukul 09.00 Wiba s.d. selesai 

 

2. Penyelenggara dan Peserta 

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dengan melibatkan pihak 

terkait yaitu ; 

a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara 

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara 

(sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). 

c. Akademisi/Praktisi Ahli dari Kab. Kayong Utara dan Kab. Ketapang. 

d. Instansi terkait : Dinas SP3APMD, Dinas Kesehatan dan KB, Dinas 

Pendidikan, Camat Sukadana dan Camat Simpang Hilir. 

e. Media Massa (RKU, Antara, Suara Pemred) 

f. Tokoh Masyarakat 

g. Masyarakat Pengguna Layanan 

h. Organisasi Masyarakat (PD Salimah, PKK, DWP) 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Metode Pelaksanaan FKP dilaksanakan secara tatap muka langsung 

atau luring, dimana Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kayong Utara selaku narasumber yang menyampaikan 

rancangan Standar Pelayanan Publik dan Hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) 2023 dan Kebijakan Administrasi Kependudukan 

kemudian para undangan sebagai peserta yang memberikan masukan 

terhadap materi maupun pelayanan yang diselenggarakan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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4. Susunan Acara FKP 

Adapun susunan acara FKP yang telah diselenggarakan adalah sebagai 

berikut :  

a. Pembukaan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

b. Pemaparan materi oleh Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, meliputi Standar Pelayanan 

Publik, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023, Inovasi 

Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan dan Kebijakan Administrasi 

Kependudukan. 

c. Diskusi antara peserta dengan penyelenggara. 

d. Penandatanganan Berita Acara FKP 

e. Penutupan oleh Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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HASIL PELAKSANAAN  FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 

 

1. Identifikasi Masalah 

a. Evaluasi draf  Standar Pelayanan 

b. Evaluasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 

c. Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Inovasi Pelayanan Publik 

yang sudah berjalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Analisis 

a. Standar Pelayanan disusun berdasarkan regulasi yang ada. Seiring 

berjalannya waktu, regulasi mengalami perubahan sesuai dengan 

dinamika yang terjadi. Salah satunya adalah Rumusan Hasil Rapat 

Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 

2024 yang dilaksanakan di Batam tanggal 27 sampai dengan 29 

Februari Tahun 2024. 

b. Pelayanan publik oleh aparatur negara telah menjadi isu strategis 

karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan 

baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan pada gilirannya 

akan menentukan citra dari aparatur negara. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa pelayanan publik selama ini dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan publik yang 

cenderung mengharapkan pelayanan prima dari berbagai aspek. 

c. Poin penting dari inovasi salah satunya adalah sustainability atau 

keberlanjutan dari inovasi tersebut. Die era digitalisasi dimana 

masyarakat semakin banyak bergantung pada teknologi. Pelayanan 

online menjadi solusi terbaik dalam mempermudah akses pelayanan 

publik dalam rangka mendekatkan masyarakat terhadap fasilitas 

pelayanan publik, diperlukan konsistensi dan peningkatan baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas sehingga seluruh lapisan 

masyarakat bisa menjangkau pelayanan yang ada di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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3. Rencana Aksi 

a. Melakukan Penyesuain Standar Pelayanan sesuai dengan regulasi 

terbaru.  

b. peninjauan ulang terhadap standar pelayanan yang sudah 

ditetapkan bersama. 

c. Melakukan Sosialisasi melalui; Brosur/leaflet/pamphlet, Website, 

Instagram, Facebook, Youtube, dan Whatsapp, Pelayanan Keliling, 

Baliho/reklame, Banner, Spanduk, Media Massa (Radio) dan secara 

tatap muka langsung melalui sosialisasi kepada pengguna layanan. 

d. Melaksanakan rapat evaluasi setiap bulan bagi petugas front office 

pelayanan dan petugas teknis di bidang pelayanan adminsitrasi 

kependudukan. 

e. Optimalisasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik yang belum 

maksimal. 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik 

telah menghasilkan kesepakatan antara penyelenggara dan pengguna 

layanan, hasil tersebut dituangkan didalam berita acara. Kegiatan ini 

perlu diadakan secara berkelanjutan untuk perbaikan standar 

pelayanan sesuai dengan regulasi dan saran/masukan dari pengguna 

layanan dan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kayong Utara selaku penyelenggara pelayanan publik berkomitmen 

untuk segera menindaklanjuti saran/masukan tersebut sebagai upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

SURAT UNDANGAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  



 

 



 

 



 

 



Lampiran II     

DAFTAR HADIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 





 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 


